
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 202 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN SERTA PENDATAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (3)
Peraturan Daerah Nemer 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur ketentuan
mengenai tata cara pendaftaran dan pelaporan serta pendataan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

b. bahwa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) berfungsi sebagai
surat pemberitahuan dari wajib pajak atas data subjek dan objek PBB­
P2 dan dipergunakan juga sebagai dasar untuk menetapkan PBB-P2
yang terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan
pemungutan PBB-P2, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Tata Cara Pendaftaran dan Pelaperan serta Pendataan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

1. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nemer 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nemer 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibuketa Jakarta sebagai Ibuketa Negara Kesatuan
Republi:< Indonesia;

3. Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah:

4. Undang-U:1Cians Numor 12 ,ahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

9. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

10. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PELAPORAN SERTA PENDATAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak pada
Kota Administrasi.

7. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas
Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.

8. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah
Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak yang berada di
wilayah Kecamatan.
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9. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingka
Kepala UPPD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yan~

berada di wilayah Kecamatan.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnyc
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yan~

dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badar
pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yan£
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

11. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak bumi dan/
atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan
sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah sural yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan
perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan daerah.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib
pajak.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang beserta sanksi administrasi.

15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atas identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor
identitas yang diberikan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sebagai
wajib pajak.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN SERTA PENDATAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pelaporan

Pasal2

(1) Setiap subjek pajak PBB-P2 wajib mendaftarkan diri dengan
menggunakan SPOP PBB-P2.

(2) SPOP PBB-P2 harus diambil sendiri oleh subjek pajak atau kuasanya
di UPPD sesuai dengan tampat kedudukan objek pajak atau tempa!
lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
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(3) SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang­
kurangnya memuat:

a. data subjek pajak;
b. data objek pajak; dan
c. NOP.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SPOP PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal3

(1) SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan kepada Kepala UPPD paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah tanggal diterimanya SPOP PBB-P2 oleh wajib pajak.

(2) Penyampaian SPOP P88-P2 untuk subjek pajak perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
c. fotokopi Sertifikat Tanah/Girik; dan
d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (1MB) bagi bangunan yang telah

memiliki 1MB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Penyampaian SPOP PBB-P2 untuk subjek pajak badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut:

a. fotokopi identitas diri dari subjek pajak yang menandatangani
SPOP PBB-P2 atau surat kuasa dari Direktur Utama apabila
penanda tangan SPOP PBB-P2 dikuasakan;

b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
c. fotokopi sertifikat tanah dan/atau bangunan badan usaha;
d. dalam hal wajib pajak badan menguasai, memanfaatkan dengan

memperluas atau menambah objek pajak berupa tanah dan/atau
bangunan, maka harus melampirkan bukti penguasaan atau
pemanfaatan objek pajak dimaksud; dan/atau

e. fotokopi 1MB dan apabila subjek pajak masih dalam proses
pengurusan melampirkan tanda terima permohonan 1MB dari Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Pasal4

(1) Berdasarkan penyampaian SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, kepada subjek pajak diberikan NPWPD dan NOP PBB­
P2.

(2) NOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk
setiap objek pajak PBB-P2.

(3) NOP PBB-P2 sebagai identitas objek pajak dalam administrasi
perpajakan dan berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian NOP PBB-P2
diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
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Pasal 5

(1) SPOP PBB-P2 yang tidak disampaikan atau dilaporkan setelah
mendapat teguran secara tertulis dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala UPPD menerbitkan SKPD
secara jabatan.

(2) Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal6

(1) SPOP PBB-P2 yang disampaikan atau dilaporkan tetapi diisi tidak
benar atau tidak lengkap yang berakibat jumlah PBB-P2 dalam SPPT
lebih kecil dari PBB-P2 yang seharusnya terutang, Kepala UPPD
menerbitkan SKPD secara jabatan.

(2) Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal7

Bentuk format SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal8

(1) Kepala UPPD dapat melakukan pendataan atas subjek pajak atau
objek pajak PBB-P2 dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2
atau akurasi data SPOP PBB-P2 yang ada pada kantor UPPD.

(2) Hasil pendataan objek pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan hasil
pendataan.

(3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pada subjek pajak diberikan NPWPD dan NOP PBB P-2 dan sebagai
dasar diterbitkannya SPPT.

(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan
untuk menerbitkan SKPD PBB-P2 dengan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 apabila subjek
pajak tidak menyampaikan SPOP PBB-P2 atau SPOP PBB-P2 yang
telah disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat
PBB-P2 kurang dibayar.

(5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
SPOP PBB-P2.



6

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal9

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, terhadap SPOP PBB-P2
yang masih terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 masih dapat ditagih
selama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak.

(2) Pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak atau selisih PBB-P2 yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan SPOP PBB-P2
yang tidak disampaikan atau disampaikan tetapi diisi tidak benar dan
tidak lengkap oleh subjek pajak atau berdasarkan hasil pendataan
objek pajak daJam SPOP PBB-P2 yang dilakukan oleh Dinas
Pelayanan Pajak, dapat ditagih selama dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak saat terutangnya pajak dengan menerbitkan SKPD PBB­
P2.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

l
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 0e sember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 193



Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhusL
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

202 TAHUN 2012
19 Desember 2012

9. RW 10. RT

IT] IT]

I.

2. NO?

3 NOPBeR~

6.

8.

11.

PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA
OINAS PELAYANAN PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PEROESAAN DAN PERKOTAAN

D

No. F"""o'. CD rnrn [II]

S.I.ln yang dilll ol.h pflugn (b~lln yang dl.nir) dill! ol.h W.jl
Pajak
b41rf tlnd. 1li00ng pad. kolom yanlll••u.l

3. Penghapusan data

C. DATA SUBJEK PAJAK

'2. STATUS 0 1. Pemillk 0 2. Penyewa D 3. Pengelola D 4 Pemakal 0 5 Sengkela

13. PEKERJAAN D 1. PNS") 0 2. TNlIPOLRI 0) D 3. Pensiunan ") D 4 Badan 0 5. Lamnya

,.. NAMA SUaJEK PAJAK 15 NPWP

17 BLOK I KAV I NQt.lQR16. NAMA JAlAN

19. RT 20 RW

IT] IT]

21. KECAMATAN

22. KaTA / KAB. ADM - KODE PQS

25. NOMOR KTP 26. Email

27. LUAS TANAH ("'2)

29. JEN1S TANAH

o::rrIIJIIJ
D 1. Tanah t Bangunan D 2. Kavllng slap bangun

D 5. ranah PElfann

28. ZONA NlLAI TANAH

D 3. Tanah kosong D 4. Fasillias Umum

Cal.a\an : ~) yang penghasilannya s&mata-mata berassl dati gajl atau uang pensiun
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" .:'

30. JUMlAH BANGUNAN

Saya mflOyatakan bahwa lnformasl yang telah saya berikan daJam formulir n termasuk IampW8My8 adalah banar, Jelas dan Iengkap menurut keadaan yang sebeoamya. sesual
-.~

31. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

32. TANGGAL 33. TANDA TANGAN

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

41. NIP

35. TANGGAL (TGUBLN.THN)

37, TJ.NOA TANGAN

39. NAMA JELAS

• Dalam hal bertlndak selaku !wasa S....at Kua.sa harap dilampirkan

- Dalam hal subJek pajak mendaftartan sttndWi Objek pajak, supaya meoggambarXan skelldenah Iokasl objek pajak
- Batas waktu emballan SROP 30(' a~)h8ri s 'ak ditet¥'n8 oIeh 'ell P oak sesuai Perda NomOI" 6 r.hun 2011 lentanq Ketentuan Umum Pajak Daerah, .. , : . . . :

36.

38.

40. NIP

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Cpnlph PFnggamb~",n

Ketersngan :

Gambarkan skelldenah Iokasi oblek pajak
(Ianpa skala) yang dihubungkan dengan jalan
raya!jalao protokol. 181an ~ngkungan dan Iain-lalfl
yang mudah diketahul OIeh umum

sebutkan batas·balas pemilikan sebelah ulara,
selatan, timur dan barsl

~ 1'-------_
f,
t",
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LAMPIRAN: 5URAT PEt.4BERITAHUAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESMN DAN
PERKOTAAN

3. Pengnapusan data1. JENIS TRANSAKSI 01. PerHaman Data

04. Penilaian Individual

o 2. Pemutakhiran Data

INO'lormUlir

o
CD ITIIJ ITI

2. NOP

PRQV KOTM<AB ADM

rn rn

KEC KEl BLOK NO. URUT KODE

ITIJ ITIJ ITIJ ITIJD 0
3. JUMLAH BNG

26. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan sepertl hot
pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan deng
kompleks bangunan tersebul

5. JENIS PENGGUNAAN
BANGUNAN o

o
o
o
D

o
o
o
o

1. Perumahan

4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko

7. Hotel I wisma

10. Lain-lain

13. Apartemen Strata Title

16. Tempat
PenampunganlKilang
Minyak, Air, Gas dan Pipa

19. Jalan tot dan sejenisnya

22. Kolam Renang

25. Taman Mewah

o
o
o
o
D

o
o
o
o

2. Perkantoran swasta

5. Rumah sakiVklinik

8. BengkellGudang/Pertanian

11. Bangunan tdk kena pajak

14. Rumah Susun

17. Gedung Sekolah

20. Perguruan Tinggi

23. Pagar Mewah

o
o
o
o
o
o
o
o

3. Pabrik

6. Olanraga/Rekreasl

9. Gedung Pemenntah

12. Bangunan Parkir

15. SPBU dan sejenisnya

18. Tower dan seJenisnya

21. Menara

24. Galangan Kapal/Dermaga

6. LUAS BANGUNAN 'M2) ITIIIIIIIIJ 7. JUMLAH lANTAI rn

8. TAHUN DIBANGUN ITIJDD
9. TAHUN DIRENOVASI ITIJDD 10. DAYA L1STRIK TERPASANG (WAIT) ITIITIJ
11. KONDISI PADA UMUMNYA 0 1. Sangal Balk 0 2. Baik 0 3.5edang 0 4 Jelek 0
12. KONSTRUKSI 0 1. Baja 0 2. Beton 0 3. BalLI Bala 0 4 Kayo 0
13. ATAP 0 1. Decrabon/ 0 2. Gig Belon 0 3. GIg. BiasaiSirap 0 4. Asbes 0 5. Seng

Belon/Glg IAiumunium
G"'",

14. DINOING 0 1. Kaca Alumunun D 2. Belon 0 3. Batu batal 0 4 Kayu 0 5 Seng
Conblok

15. lANTAI 0 1 Marmer 0 2. Ker81Tllk 0 3. Teraso 0 4 UbIn PCipapan 0 5 Semen

16 lANGIT·lANGIT 0 1. Akustikljali 0 2. TripleklAsbes 0 3. Tldak ada
bam""

B FASILITAS

17. JUMlAH AC rnSpll1 rnWindOW rnSeallng 18. AC Senlral 0 I Ada 0 2. Tidak ada

19. LUAS KOlAM RENANG (M2) I I I I I 20. LUAS PERKERASAN HAlAMAN (M2)

ITIJDD R,ngan ITIIIJ Seral

0 1. Dlplesler '0 2. Dengan peIapIs

ITIJDD Sedang ITIIIJ Oengan penutl
lantai

21. JUMlAH lAPANGAN TENIS OGNLAMPU TANPAlAMPU 22. JUMLAH lIFT 23. JUMlAH TANGGA BERJAlAN

rn ..,'" rn rn Penumpang

rn "'pal rn rn Kapsul lbr < 0.80 M rn

rn
T......

rn rn ....'" lbr> 0.80 M rnliatlrumput

24. PANJANG PAGAR (M2) I I I I I 25. PEMADAM U1 -31 Ada U2 Tidak adaKEBAKARAN 1. Hydrant

BAHAN PAGAR 0 1 BajaIbesJ 0 Z.BatalBatako Dz.Spnnkle 01. Ad. Oz Tidak ada

0 3. Kombinasi 03 Fire Alarm G Ado Oz. Tidak ada
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26. JUMLAH $ALURAN PESAWAT~
PAeX.

27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M2) [ICIJ

30. CAVA DUKUNG
LANTAI (KWm2)

o PABRIKlBENGKEUGUDANGIPERTAN1AN (JPB" 318)

28. llNGGI KOLOM (m) rn
~

c nATA TA.... flAHANtJNTUKJPB 318

29. LEBAR BENTANG

33. KELILING
DINDING (m)

33 LUAS MEZZANINE
(m2)

rJ DATA lAMBAHAN IINIIJK I1ANGUNAN NON STANDARD

o PERKANTORAN SWASTAJGEDUNG PEMERINTAH (JPB"~

33. KELA$ BANGUNAN D 1. Kalas 1 U 2. Kelas 2 o 3. Kelas 3 o 4. Kelas 4

0 2. Kelas 2 0 3. Kelas 3

0 2. Kelas 2 0 3. Kalas 3 0 4. Kelas 4

37. lUAS RUANG LAIN DIITIDGN AC SENTRAl
1M2)

o 1. Dlatas Tanah o 2. Dibawah Tanah

o 4. Kelas4

48 lUAS RUANG LAIN rTlT'""l"'I
DGN AC SENTRAl L.l......l.....
(M2)

D 4. Non Bmtc

ITIIIJ42 lUAS RUANG LAIN
DGN AC SENTRAL
(M2)

D 4. Blntang 1 - 2

o 4.Tipe1

D 3. Kelas3

ITIIIJ

D 3. Tipe2

D 3. Bintang 3

ITIIIJ

50. LETAK TANGKI

41 LUAS KAMAR DGN
. AC SENTRAL (Ml)

47 LUAS KAMAR DGN
. AC SENTRAL (M2)

D 2. Kelas2

D 2. Kelas 2

D 1. Tipe 3

D 2. Kelas2

D 2. Blntang 4

D 2. Kelas 2

0 TOKO/APOTlKlPA$AR.RUKQ (JPB .. 4)

34. KELAS BANGUNAN 0 ,. Kelas 1

0 RUMAH SAKITIKLINIK (JPB '" 5)

35. KELAS BANGUNAN 0 1. Kelas 1

36. LUAS KMR DGN AC ITIIIJSENTRAL (M2)

0 OlAHRAGAlREKREASI (JPB '" 6)-- 0 1. Kelas 138. KELA$ BANGUNAN

0 HOTEl.f1NISMA (JPB .. 7)

39. KElAS BANGUNAN 0 1. Non resort

40. JML 81NTANG 0 1. Bintang 5

41. Jfv1l KAMAR rnrn
0 BANGUNAN PARKIR (JPB" 12)

44. KElAS BANGUNAN 0 1. Tipe 4

0 APARTEMEN (JPB::II 13)

45. KELAS BANGUNAN 0 1. Kelas 1

46. Jfv1l APARTEMEN ITIIIJ

0 TANGKI MINYAK (JPB'" 15)

49. KAPASITAS TANGKI (MJ) ITIIIJ
0 GEDUNG SEKOlAH (JPB· 16)

51. KElAS BANGUNAN 0 1. Kelas 1

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

54. TGl KUNJUNGAN KEMBALI =
55. TGlPENDATAAN = 59. TGl PENELITlAN

60. TANDA TANGAN

56. TANDA TANGAN

61. NAMA JELAS

57. NAMAJElAS

58 NIP

62 NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTAI JAKARTA,

~~~~
-JO~IDODO




